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BAB Il

POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
1. Poligami
A. Pengertian Poligami

Poligami itu dalam pandangan Soemiyati adalah terjadinya sebuah
hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam waktu
yang bersamaan. Hukum Islam sendiri menikahi seorang wanita lebih dari
seseorang istri itu diperbolehkan, akan tetapi hanya dibatasi maksimal sampai
4 orang tidak lebih dari apa yang telah disyariatkan.*

Pada referensi yang lain poligami itu sendiri adalah perkawinan yang
dilakukan oleh seorang laki-laki untuk bisa beristri lebih dari seorang, dan
perkawinan tersebut hanya boleh dibatasi maksimal sebanyak empat orang.
Namun apabila seorang tersebut melanggar dan juga melebihi dari apa yang
telah ditentukan maka ia telah mengingkari kebaikan syariat yang telah
diberikan oleh Allah untuk menjadi kemaslahatan dalam menjalankan
kehidupan rumah tangga antara seorang suami dan istri.? Pengertian Poligami

yang lain juga adalah “perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam

! Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun
1974, tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 74.
2 Slamet Abidin, Aminudin, Figih Munakahat | (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 131.
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tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya.”®
“Kata-kata “poligami” terdiri dari kata ‘poli” dan “gami”. Secara etimologi,
poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami itu artinya beristri
banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih
dari satu istri”. Atau, “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi
dibatasi paling banyak empat orang”.”*

Referensi lain juga telah disebutkan bahwa poligami itu adalah sebuah
hubungan ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang
suami tersebut mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan,
namun bukan saat terjadinya ijab dan kabul akan tetapi menjalankan sebuah

kehidupan rumah tangga.®

B. Dasar Hukum Poligami

Poligami adalah suatu peraturan beda dari agama lain yang aturan untuk
melakukannya cukup berat yakni adil dalam segala hal. Poligami Suatu
pemberian Allah terhadap hambanya dan asal hukum poligami itu sendiri
adalah Mubah (boleh). Allah telah menurunkan aturan ini dalam kitab-Nya

bahwa Allah memperbolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami lebih dari

3 Arij Abdurrahman As-Sanan, Memahami Keadilan dalam Poligami (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta
Publishing, 2003), 25.

4 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 129.

> Hamid Laonso, Muhammad Jamil, Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Figh
Kontemporer (Jakarta: Restu llahi, 2005), 19.
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seorang istri dengan hanya sampai batasan empat orang saja. seorang suami ini
harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan juga anak-anaknya kelak.
apabila seorang suami ini tidak mampu ataupun khwatir bila dapat menzalimi
istri-istri dan anak-anaknya, maka poligami itu dihukumi haram dilakukan

olehnya.® Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat al-Nisa’ (3):
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5 O 31 B AU 8 B G 1) o T

Artinya:

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawiniah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawininilah seseorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-Nisa:3)’

Avyat diatas telah dipaparkan dan menurut pendapat Nasiri menjelaskan
sebagai berikut:

Ayat di atas, merupakan salah satu keterangan /dasar hukum yang
sangat terkenal unutk mengetahui hukum poligami dalam agama Islam.
Dengan kata lain, jika ada pembahasan poligami, dapat dipastikan ayat
inilah (Q.S. al-Nisa’:3), satu-satunya yang paling laku diguakan. Wajar,
Karena ayat tersebut memang berisi penjelasan kebolehan poligami,
atau menikah lebih dari satu wanita dalam waktu yang sama, dengan
jumlah maksimal empat orang istri, dengan syarat yaitu adil. Jika
hawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja
(monogami).®

® Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin
Misyar (Surabaya: Khalista, 2010), 52.

7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: Departemen RI,
1988), 140.

8 Nasiri, Praktik Prostitusi..., 58.
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Menurut pendapat Ahmad Rofiq tentang ketentuan ayat di atas tersebut
adalah sebagai syarat utama dalam melakukan hal poligami sebagai seorang
suami dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagai jaminan dalam
menjalakan sebuah hubungan rumah tangga yakni berpoligami, baik adil dari
segi nafkah sehari-hari, tempat tinggal ataupun untuk kebutuhan yang lainnya.®

Selain ayat-ayat di atas adapula ayat lainnya sebagai berikut:
Sl G U, U B

Artinya:
dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara ma ruf. (Surat Al-Bagarah: 233)

Syarat adil adalah syarat utama dan juga kewajiban seorang suami untuk
dapat melakukannya dalam hal poligami yang harus diperhatikan. Hal ini

sebagaimana dalam firman Allah:

&
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Artinya:

dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu.
Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah
kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Sehingga kamu biarkan
yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan
memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surat An-Nisa: 129)*

® Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 194.
1 Departemen Agama Republik Indonesia.. ., 67.
11 Ibid., 178.
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Terdapat dalam al-Quran namun juga ada dalam hadist nabi dalam hal
ketentuan adil, bahwa adil ini diharus terus meneru dinilai dalam jumlah hari
yang sama, setidaknya untuk awal-awal perkawinan. Sebagaimana telah
dijelaska dalam hadis Muttafaq ‘alaih dari Anas bin Malik menyatakan sebagai

berikut:
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Artinya:

Yusuf bin Rasyid Ceritakan kepada kami, Abu Usamah dari Sufyan ceritakan
kepada kami, Ayyud dan Kholid dari Abinya Qilabah ceritakan kepada kami
dari Anas Berkata: Termasuk sunnah, apabila seorang laki-laki menikahi
gadis (al-bikr) atas janda (al-sayyib) maka ia bermukim padanya tujuh hari,
kemudian menggilir (yang lainnya), dan apabila ia menikahi janda maka ia
bermukim padanya tiga hari baru menggilir (yang lainnya). Abu Qilabah
Berkata seandainya Aku menghedaki aku akan berkata: sesungguhnya Anas
telah menceritakannya kepada Nabi. Dan berkataa Abdur Razaq
menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayyub dan Kholid, Kholid berkata
seandainya aku menghendaki aku mengatakan telah menceritakannya
kepada Nabi Muhammad Saw. (Muttafaqun Alaih)*2

A R0 2
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12 Al-Bukhari, Al-Sindi, Sahih al-Bukhari bihasiyat al-Imdm al-Sindi (Beirut: Dar al-Kutub Al-
‘ilmiyah, 2008), 467.
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Artinya:
Ismail Menceritakan kepada kami dia berkata: menceritakan kepadaku
Sulaiman bin Bilal, berkata Hisyam bin Urwah Mengabarkan Ayahku
menceritakan kepadaku tentang Aisyah ra: Sesungguhnya Rasulullah Saw.
Dalam waktu sakit menjelang wafat bertanya. “Di mana aku besok, beliau
menghendaki hari giliran “Aisyah, maka isteri-isteri beliau (lainnya)
mengizinkan seperti beliau kehendaki, maka beliau di rumah ‘Aisyah
sehungga Mati di sisinya, Aisyah Berkata lalu Rasulullah wafat dihari
dimana beliau sedang berada dirumahku, Allah menabut nyawanya ketika
kepala beliau ada di pangkuannya. (Muttafaq ‘alaih).*®

C. Syarat-Syarat Poligami

Ada yang perlu diperhatikan apabila hendak menikahi lebih dari
seorang itu adalah sebuah pengecualian, karena itu disertai dengan alasan-
alasan, syarat-syarat dan juga tujuan yang mendesak. Pembatasan-pembatasan
itu antara lain adalah:'*

a. Poligami tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita lebih dari empat
orang sebagaimana yang telah tercantum dalam al-Quran, walaupun ada
beberapa yang berpendapat diperbolehkan mengawinkan 9 orang, yaitu
dengan menambahkann penjumlahan yang ada seperti dua ditambahkan
tiga, ditambahkan empat dan hasilnya sembilan. Penasiran itu tidak

benar adanya.

18 Tbid..., 468.
14 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam...,76.
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b. Sebagaimana dalam al-Quran adalah mampu berlaku adil kepada
seluruh kelurganya terutama istri-istri serta anak-anaknya. Namun
apabila tidak sanggup melakukannya lebih baik tidak menikah lebih dari
satu kali dan seterusnya.

c. Hendaknya apabila hendak ingin menikah lagi seharusnya adalah ada
seorang wanita yang mempunyai seorang anak lagi yatim, supaya laki-
laki yang hendak berpoligami tersebut dapat mengasuh anak tersebut.
agar ia dapat berlaku adil terhadap apa yang ada di anak yatim tersebut
baik anak yatim itu sendiri maupun dalam hartanya.

d. Wanita yang hendak dipoligami tidak boleh mempunyai suatu
hubungan persaudaraan baik sedarah ataupun sepersusuan.

Tidak hanya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah dipaparkan
diatas saja akan tetapi syarat-syarat ini juga harus dipenuhi.®® Ini telah
tercantumkan dalam pasal 4 dan pasal 5 undang-undang perkawinan yang
berbunyi:*®

Pasal 4
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana

tersebut dalam pasal 3 ayat 3 Undang-undang ini, maka ia wajib

mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat
tinggalnya.
2 Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin

kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

15 Ahmad Rofiq, Hukum Islam..., 172.
16 Team Prospect, Kumpulan Kitab Undnag-Undang Hukum KUH Perdata KUHP KUHAP (Jakarta:
Wipress, 2008), 388.
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b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaiana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun, atau Karena sebab-sebab lainnya yang perlu

mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Terdapat juga peraturan dan persyaratan poligami selain
terdapat dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, yakni
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada bagian IX dengan
judul, “Beristri lebih dari satu orang” yang telah tercantum beberapa
pasal, dimulai dari pasal 55 sampai dengan pasal 58. Yang berbunyi
sebagai berikut:’

Pasal 55

1. Beritri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya
sampai empat orang istri.

2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin
dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

17 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan,

17.
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Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat
izin dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan izin dimasukkan pada ayat 1 dilakukan
menurut tat acara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9
Tahun 1975.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan
hukum.!®

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang
akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

b. Isteri mendapat cacat badan atau peyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk
memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-
syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun
1974 yaitu:

a. Adanya persetujuan istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan
lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukanbagi
seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya
sekurang-kurangnya 2 tahun atau Karena sebab lain yang perlu
mendapatkan penilaian hakim

18 Ibid.,
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D. Prosedur Poligami

Melakukan sebuah pernikahan pasti memiliki aturan dan juga prosedur
yang harus dilalui, namun sama halnya juga dengan melakukan poligami.
Negara juga punya prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh para pihak
bila ingin melakukan poligami sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku
di Indonesia. Aturan dalam melakukan prosedur poligami itu telah diatur dan
bisa diihat pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Yang terdapat dalam
pasal 40 yang berbunyi:*°

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang
maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Pengadilan.

Tugas pengadilan juga telah diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Tahun

1975 yang bunyinya sebagai berikut:2°

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a. Adaatau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin
lagi.

b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan
maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan
lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang
ditandatangani oleh bendahara tempat kerja; atau
ii.  Surat keterangan pajak penghasilan; atau
iii.  Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau

9 1bid., 410.

20 1bid.,
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janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk
itu.

Pasal selanjutnya yakni yang terletak pada pasal 43 yang telah
menerangkan bahwasanya pengadilan harus memanggil pihak istri untuk
memberikan keterangan beserta kesaksiannya dalam persidangan perkara
poligami agar tidak hanya secara tertulis namun juga secara lisan dapat diakui
pengakuannya. Akan tetapi pasal ini juga memberikan waktu kepada
pengadilan selama kurang lebih 30 hari atau satu bulan untuk memeriksa,
mempertimbangkan juga memutuskan permohonan poligami ini setelah suami

mampu melengkapi semua persyaratan yang ada.?

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 43 menyatakan
bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberikan putusan
kepada pemohon yang hendak melakukan poligami sesuai dengan peraturan
yang ada. Pasal 43 yang berbunyi:??Apabila pengadilan berpendapat bahwa
cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan

memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Undang-undang ini sangat memperhatikan dalam seseorang yang
hendak izin poligami, karena izin poligami ini sangat diperhatikan bahwa

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melakukan pencatatan nikah

21 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2004), 165.
22 Team Prospect, Kumpulan Kitab Undang-Undang..., 410.
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sebelum adanya keterangan izin poligami dari pengadilan itu sendiri,
sebagaimana telah diatur dalam pasal selanjutnya yakni Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 pada pasal 44.

Hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin
untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang
diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan
pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan
dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami
dapat mengajukan banding atau kasasi (ps. 59 KHI). Apabila keputusan hukum
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka
menurut ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang
untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri
lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud

dalam pasal 43 (PP No. 9 Tahun 1975).%

E. Hikmah Poligami

Beberapa penjelasan panjang lebar yang menyangkut tentang poligami,
bahwa poligami juga dapat diambil beberapa hikmahnya. Salah satunya yakni
pendapat oleh /mam Al-Shobuni yang mengutarakan bahwa hikmah poligami

itu ada tiga hal yakni Pertama, dengan dilakukannya poligami ini bahwa

2 Ahmad Rofig, Hukum Islam..., 175.
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kehormatan dan juga martabat wanita bisa naik derajatnya dengan sendirinya.
Kedua, apabila poligami ini dilakukan maka dapat terjaga keselamatan seorang
wanita serta keluarganya. Ketiga, bahwa dilakukannya poligami ini dapat
menjaga keselamatan masyarakat umum secara luas. Dan juga Imam As-
Shobuni juga berpendapat bahwa poligami ini lebih baik dari pada melakukan
dliluar syariat yang telah dilarang oleh agama, seperti terjadinya
perselingkuhan, perzinahan dan lain-lain. Poligami ini adalah salah satu cara
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada zaman sekarang ini, seperti
banyaknya jumlah wanita daripada pria. Bahwa poligami dituntut untuk
melakukan sosial masyarakat yang ada.*

Pada pandangan Sayyid Sabig bahwa poligami itu hanyalah sebuah
kebolehan saja dalam berpoligami bukannya sebagai kewajiban maupun
sebagai sebuah keharaman untuk dilakukan. Ada beberapa pendapat Sayyid
Sabig yang mengenai hikmahnya poligami yakni:?®

1. Poligami adalah sebuah anugerah dan juga rahmat Allah yang

diberikan kepada manusia dan Allah juga membatasinya hanya
sampai empat orang istri tidak lebih. Namun ada syarat yang harus
dipenuhi oleh seorang suami bila hendak berpoligmi yakni dengan
syarat kesanggupan untuk berlaku adil baik materiil maupun

imateriil. Apabila tidak sanggup dan tidak mampu untuk berlaku

24 Khoiruddin Nasution, Riba Dan Poligami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996). 91.
2 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), 159.
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adil akan bisa mengakibatkan berlaku zalim maka hukumnya haram
baginya untuk kawin lebih dari seorang istri.

2. Bahwa dengan dilakukannya poligami maka semakin banyak pula
keturunan untuk membangun keluarga yang besar bahkan bisa
membangun negara penduduknya yang besar dan mampu
menjadikan sebuah negara itu menjadi negara yang kuat baik dari
segi sumber daya manusianya, ekonominya dll. Karena menurut
salah seorang penyidik asal jerman mengatakan bahwa salah satu
unsur dari kekuatan masyarakat Islam adalah tentang suburnya
keturunan di kalangan masyarakat Islam itu sendiri yang pesat
jumlah penduduknya. 2

Berbeda lagi dalam pandangan M. Sayyid Ahmad yang mengatakan

bahwa poligami itu akan terlihat jelas ketika terjadinya sebuah peperangan dan
juga adanya wabah penyakit yang menimpa, dimana terkadang banyak kaum
wanita lebih banyak yang terkena daripada kaum laki-laki. Maka poligami ini
bisa menjadi dari bermacam-macam masalah baik masalah psikologi maupun
moral. Apabila ada seorang istri yang sakit-sakitan maupun istri tersebut
mengalami sebuah kemandulan oleh karena itu baiknya ia mau untuk bertahan
hidup dengan penuh kehormatan dalam naungan suminya yang bersama istri

lainnya untuk membangun dan membina sebuah hubungan rumah tangga

% 1bid.,
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dengan tanpa adanya perasaan hasud, iri, dengki maupun yang lainnya. Begitu
pula dengan terjadi ditempat-tempat tertentu dengan iklim dan juga cuaca yang
tak menentu yang mana seorang suami tidak cukup apabila hanya dengan
seorang istri, maka dengan melakukan poligami ini dapat menjadi solusi yang

tepat untuk mengatasi hal tersebut.?’

2. Contra Legem

Contra Legem merupakan putusan hakim pengadilan yang
mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim
tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan
dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak
lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.?

Demi terjadinya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak contra
legem, tersebut diperbolehkan dengan alasan, apabila dalam suatu perkara tidak
terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan
hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan contra legem,
yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan

Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-

27 M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Figih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga,
Habiburrahim (Kairo: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), 117.

28 Suyadi, Kemungkinan Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama (terhadap Pasal 97 KHI), t.t.,
ttp., tp. 1.
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan penjelasan
pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung. Menurut Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa
ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan
hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ditambahkan menurut penjelasan bagian
umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NKRI 1945), “Bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis,
sedang disampingnya Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar tidak
tertulis.” Berarti disini disamping dikenal hukum tertulis (hukum nasional) juga
terdapat hukum tidak tertulis yang hidup dan tumbuh kembang dalam
masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat inilah
yang sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, digali oleh hakim apabila
menemui persoalan ketiadaan aturan hukum yang mengatur suatu persoalan.
Selanjutnya, perlu ditegaskan disini, berdasarkan prinsip di atas maka
hakim Indonesia tidak boleh bersifat legistik, yakni hanya sekedar menjadi
corong atau mulut undang-undang, meskipun memang selalu harus legalistik.
Ditambahkan oleh Bagir Manan, putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi
formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban putusan hakim harus

berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun
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harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya,
putusan hakim akan benar dan adil.?® Sehubungan prinsip ini pula, jika
ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum,
kepatutan, peradaban dan kemanusian, yakni nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat. Maka menurut Yahya Harahap, hakim bebas dan berwenang
melakukan tindakan contra legem, yakni mengambil putusan yang
bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.*

Pelaksanaan contra legem oleh hakim dalam memutus suatu perkara
yang belum ada pengaturannya atau kurang jelas aturannya, merupakan
pelaksanaan hukum progresif yang mana dalam ajaran hukum progresif tidak
diperkenanakan untuk terlalu positifis legalistik dalam menjawab suatu
persoalan hukum. Diperlukan upaya-upaya yang progresif yang mana upaya
tersebut memberikan suatu kemanfaatan dan keadilan bagi pihak pencari
keadilan. Hakim yang dalam hukum acara dikatakan sebagai corong undang-
undang, diharapkan mampu bersifat progresif dengan tidak selalu menganggap
kepastian hukum akan memberikan keadilan. Suatu aturan hukum yang utama
dicari adalah keadilan dan keamanfaatan, apabila hal tersebut telah

terealisasikan maka tidak akan lagi terjadi persoalan hukum.

29 Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 (Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2005), 212.

%0 Yahya Harahap, Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 856.



